GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undan-Undangan
ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini dalam jangka paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan,
sehingga bentuk badan hukum Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa
Utama perlu diubah;

b. untuk mendukung pengembangan usaha Badan Usaha
Milik Daerah dan anak perusahaan dalam kegiatan hulu
pertambangan minyak dan gas bumi, serta untuk
menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung
Jasa Utama perlu diubah;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan
huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2688) dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-
Undang;




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistern Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal
Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan,
dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6620);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);




15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran
Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah
Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
1781);

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembar Daerah Nomor 500) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 12 Tahun 2021 (Lembar Daerah Tahun 2021
Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 512);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menetapkan

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT)
LAMPUNG JASA UTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung
Jasa Utama (lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2099
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2009 Nomor 334) diubah sebagai berikut:




15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran
Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah
Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembar Daerah Nomor 500) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 12 Tahun 2021 (Lembar Daerah Tahun 2021
Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 512);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menetapkan

dan
GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT)
LAMPUNG JASA UTAMA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan

Pasal I
Daerah Provinsi

Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung
Jasa Utama (lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2099
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2009 Nomor 334) diubah sebagai berikut:




1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

N

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Provinsi Lampung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Jasa Utama yang selanjutnya
disebut PT Lampung jasa Utama (Perseroda).

Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah
Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar
atau undang-undang tentang perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada Direksi.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan
diri beralih karenahukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan
danselanjutnya status badan 7 hukum Perseroan yang menggabungkan diri
berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru
yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang
meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri
berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk
memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva
dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau

lebih.




Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Daerah PT Lampung Jasa
Utama, atau disingkat PT Lampung Jasa Utama (Perseroda).

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan
melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:

a. kegiatan jasa konstruksi yang terdiri dari jasa konsultansi, jasa penyewaan
peralatan, jasa pengujian/penelitian, jasa advis teknis di bidang
infrastruktur jalan, jembatan, pengairan dan real estat;

b. bidang perhubungan yang terdiri dari perhubungan darat, perhubungan laut
dan perhubungan udara;

o

teknologi informasi
d. perdagangan; dan

minyak dan gas bumi.

Di antara BAB IV daan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PEMBENTUKAN BADAN USAHA

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6A

(1) Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau
memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan
usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(2) Pembentukan dan pengelolaan anak perusahaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Modal dasar Perseroan adalah sebesar
Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas seluruh
nilai nominal saham.

(2) Seluruh Modal Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.




7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Modal perseroan terdiri dari asset dan uang tunai.

(2) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa
uang tunai.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Perubahan terhadap modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) dapat berupa penambahan modal atau pengurangan modal.

(2) Penambahan modal Perseroan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan
RUPS.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.

(2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh
RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Laba bersih yang menjadi bagian pemerintah daerah merupakan pendapatan
asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NIP. ‘19650905 199103 1 004

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (1-75/2023)




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA

L. UMUM

Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Lampung, PT. Lampung Jasa Utama
(Perseroda) mendapat penugasan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai
Penerima Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Wilayah Kerja
Migas South East Sumatera berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor 482 Tahun 2019. Mempertimbangkan bahwa penerima penawaran
Participating Interest 10% tidak boleh melakukan kegiatan usaha lainnya,
maka PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) membentuk anak perusahaan,
yaitu PT. Lampung Energi Berjaya yang secara khusus melaksanakan
pengelolaan dana Participating Interest 10% Wilayah Kerja Migas South East
Sumatera di Provinsi Lampung.

Pembentukan anak perusahaan BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)
berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 341 ayat (1):
“Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah Pasal 107 Ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwa BUMD dapat
membentuk anak perusahaan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) bagi BUMD Perseroan Daerah.

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016

tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen)
Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Ayat (3) Pasal 7:
“Dalam hal pengelolaan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah baru, Badan Usaha Milik Daerah
yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan
Daerah’.

Berpedoman pada ketentuan dimaksud, PT. Lampung Energi Berjaya dibentuk
pada Tahun 2019 sesuai Berita Acara RUPS PT. Lampung Jasa Utama
(Perseroda) dan disahkan pendiriannya melalui Akta Notaris Nomor 32 Tanggal
09 Juli 2019 oleh Notaris Siti Agustina Sari, S.H, MKn.

Selanjutnya, dalam proses persetujuan pengalihan Participating Interest 10%,
memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37
Tahun 2016 Ayat (6) Pasal 7, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
menyatakan bahwa kewenangan pembentukan anak perusahaan wajib
dicantumkan dalam Perda dan tidak hanya melalui RUPS. Merujuk hal itu,
maka disimpulkan oleh Kementerian ESDM bahwa PT. Lampung Energi
Berjaya sebagai anak perusahaan PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) tidak
dapat melakukan pengelolaan Participating Interest 10%.




Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, khususnya membahas
mengenai kewenangan pembentukan anak usaha serta kegiatan usaha yang
dilakukan dan modal dasar untuk menyesuaikan kegiatan usaha anak
perusahaannya.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6 A
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pembentukan" adalah pendirian anak
perusahaan baru, penyertaan modal pada anak perusahaan, atau
perubahan terhadap anak perusahaan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.
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